BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu perubahan secara
mendasar, terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara
sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah
kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 mengacu pada tiga
arus utama perubahan (3R-Change), yaitu dengan mengubah haluan
(reorientasi), penempatan diri yang proporsional (reposisi), dan bersandar pada
kekuatan rencana yang baik (revitalisasi).

6.1. REORIENTASI, REPOSISI DAN REVITALISASI

6.1.1. Reorientasi

Reorientasi dimaksudkan untuk mengubah haluan pelayanan publik
Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi lebih cepat, mudah, bermutu dan adil.
Reorientasi juga menyangkut perubahan cara pandang, cara mengelola
sumberdaya dan cara bertindak aparat Pemerintah Kabupaten Sleman yang lebih
efisien dan efektif dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada
masyarakat. Reorientasi dilakukan melalui berbagai upaya pengembangan
sumberdaya manusia aparat pemerintah yang profesional, bersih, berwibawa,
tunduk pada hukum, serta taat pada norma umum yang berlaku.

Reorientasi juga menyangkut pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang
harus dirasakan adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Pembangunan tidak
hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, tetapi juga
meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh
lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah
pertumbuhan yang lebih berkualitas yang disertai dengan pengurangan
kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus
diarahkan untuk memacu pemerataan melalui pertumbuhan. Reorientasi
dilakukan pula dengan mengutamakan pembangunan kerakyatan dan
pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi, kebijakan dan program



pembangunan diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara penuh

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

6.1.2. Reposisi

Reposisi dimaksudkan untuk menegaskan dan menguatkan peran
Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan. Reposisi
berarti juga pelaksanaan peran dan fungsi Pemerintah Pusat dan Provinsi di
daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Pemerintah
Kabupaten Sleman memegang peran sentral dalam percepatan, fasilitasi,
integrasi dan distribusi pembangunan yang maju dengan tetap dalam konteks
nasional. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong
kemandirian daerah dengan pengelolaan pembangunan yang lebih efektif, efisien
dan produktif. Reposisi juga berkaitan dengan perubahan paradigma dari
penerima yang pasif menjadi penyumbang yang aktif pada pencapaian tujuan
pembangunan, dan perubahan pardigma dari mengatur ke dalam (inward
looking) menjadi mencari ke luar (outward looking).

Reposisi ini berarti kemajuan hanya dapat dicapai melalui upaya sinergis
yang memadukan semua unsur kekuatan dan berbasis pada kemampuan daerah.
Oleh karena itu, kerjasama nasional dan internasional yang saling
menguntungkan harus dibangun secara intensif sebagai sarana percepatan
pembangunan. Reposisi tersebut mengharuskan perbedaan pola kerja dari para
pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar tidak sepenuhnya
menggantungkan pada kekuatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan
sumberdaya buatan yang tersedia, tetapi harus mampu membangun jejaring
yang luas dalam pembiayaan, pengembangan pasar, dan investasi.

Konsekuensi dari paradigma baru tersebut adalah perbaikan pelayanan ke
dalam dan kemudahan akses dan kepercayaan yang tinggi dari luar. Pimpinan
daerah harus mampu menjadi pembangun birokrasi yang bersih dengan
pelayanan efektif dan efisien. Pemikiran ini juga sejalan dengan arah baru
pembangunan daerah yang menuju kemadirian ekonomi yang berarti menjadi

pemimpin bagi dirinya sendiri.

6.1.3. Revitalisasi
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Bertolak dari pemikiran Reorientasi dan Reposisi, Pemerintah Kabupaten
Sleman sebagai perencana, pelaksana, dan penyedia dana pembangunan harus
melakukan revitalisasi dalam merumuskan satu acuan pembangunan sebagai
peta jalan (road map) menuju kesejahteraan. Perencanaan merupakan kewajiban
pimpinan tertinggi di daerah yang didelegasikan kepada SKPD terkait.
Kelemahan di masa lalu adalah perencanaan pembangunan dilakukan secara
parsial menurut masing-masing sektor dan daerah sehingga mengesankan bahwa
rencana pembangunan merupakan mosaik yang terlepas satu dengan lainnya.

Revitalisasi dimaksudkan untuk menguatkan kembali perencanaan
pembangunan dan lembaga perencana. Dalam satu daerah hanya ada satu
rencana pembangunan induk yang menjadi acuan semua pihak terkait dan
bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan. Hal ini memungkinkan
terjadinya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga lebih efektif,
efisien dan profesional. Selain itu, revitalisasi dimaksudkan untuk mengangkat
nilai budaya dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga ciri khas
daerah menjadi yang utama dan nyata.

Kedudukan pimpinan atau perencana tradisional perlu dilibatkan untuk
mewarnai pembangunan dengan potensi dan kearifan lokal. Dalam perspektif
ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sesuai dengan nilai-nilai
budaya, norma, dan kearifan daerah.

6.2. STRATEGI

Strategi pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 sebagai berikut:

6.2.1. Strategi mewujudkan misi satu

Dalam upaya mewujudkan Misi satu, yaitu Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam
memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, strategi pembangunan yang
ditempuh adalah:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas dae-
rah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance.

b. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi

c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi
sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing,
menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
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Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban

Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan

sistem perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Melakukan evaluasi dan penataan ulang organisasi perangkat daerah sesuai
dengan tuntutan kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang ada.

Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak

6.2.2. Strategi mewujudkan Misi dua

Dalam upaya mewujudkan Misi dua, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,

strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

a.

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat
serta sistem penjaminan kesehatan bagi masyarakat.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta
masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri

Meningkatkan kualitas pelayanan keakurasian data dan informasi
kependudukan

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan
pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan
masyarakat.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan
peningkatan prestasi olah raga

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan
budaya.

6.2.3. Strategi untuk mewujudkan Misi tiga

Dalam upaya mewujudkan Misi tiga, yaitu Meningkatkan kemandirian

ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan,

strategi pembangunan yang ditempuh adalah:
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Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan

Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya
saing

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi
sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing,
menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan
berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan
masyarakat.

6.2.4. Strategi untuk mewujudkan Misi empat

Dalam upaya mewujudkan Misi empat, yaitu Memantapkan pengelolaan

prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungrian hidup, strategi

pembangunan yang ditempuh adalah:

a.

Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui
optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan
masyarakat.

Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana
detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan
pentingnya tata ruang

Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas
pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan hidup

6.2.5. Strategi untuk mewujudkan Misi lima

Dalam upaya mewujudkan Misi lima, yaitu Meningkatkan peran dan

pemberdayaan perempuan di segala bidang strategi pembangunan yang
ditempuh adalah:

a.

Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui
peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik

b. Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan
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6.3. ARAH KEBIJAKAN

6.3.1. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi satu

Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya misi satu, yaitu
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas
birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat adalah:

a. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM
aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.

b. Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.

c. Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk
perencanaan pembangunan.

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

e. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi
masyarakat.

f.  Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.

g. Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui

peningkatan wawasan kebangsaan.

h. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan
kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan

Sarana.

i. Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, perguruan
tinggi, organisasi profesi dan swasta.

6.3.2. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi dua

Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi dua, yaitu
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau
bagi semua lapisan masyarakat adalah:

a. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
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d. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PMKS.
e. Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga.

f.  Meningkatkan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.

6.3.3. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi tiga

Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi tiga, yaitu
Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan
penanggulangan kemiskinan adalah:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.

b. Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar.
¢. Meningkatkan keamanan dan kelancaran distribusi perdagangan.

d. Pengembangan dan pemasaran produk pariwisata.

e. Meningkatkan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan.

f.  Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja.

6.3.4. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi empat

Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi empat, yaitu
Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan
lingkungan hidup adalah:

a. Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan
pemeliharaan prasarana dan sarana umum

b. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman

c. Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan
meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan
peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang
sebagai acuan pelaksanaan pembangunan

d. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui
pengendalian kegiatan pembangunan

e. Mendorong tersedianya energi listrik bagi seluruh masyarakat melalui

pengembangan energi alternatif dan jaringan listrik negara.

f.  Meningkatkan upaya-upaya antisipatif terhadap dinamika perubahan iklim.
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6.3.5. Arah kebijakan untuk mewujudkan Misi lima
Arah kebijakan untuk mendukung terwujudnya Misi lima, Meningkatkan
peran dan pemberdayaan perempuan di segala bidang adalah:

a. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan
dan anak.

b. Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
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